
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   

 

 

GUBERNUR  J GUBERNUR JAWA TIMUR AWA  TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

 NOMOR 16 TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN  

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang: a.  bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan 

dan Fasilitas Penanaman Modal serta untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan penerbitan perizinan 

dan non perizinan, perlu melakukan perubahan terhadap 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950  tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 

2  Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 

Tahun 1950);  

 

 

2. Undang-Undang 
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2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

6.  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Standar Pelayanan Publik; 

8.  Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 

15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam 

oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Koperasi dan UKM Nomor 

02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 

15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam 

oleh Koperasi; 

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; 

10. Peraturan 
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10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 65);  

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 

Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 63);  

12.  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 

TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PERIZINAN TERPADU 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Terpadu yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur: 

a. Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan 

b. Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan 
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1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Penyelenggaraan P2T secara administrasi 

dilaksanakan oleh UPT P2T.  

(2) UPT P2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. Kepala Dinas selaku Administrator; 

b. Sekretaris Dinas selaku Pembantu Administrator; 

c. Kepala UPT P2T selaku Verifikator; 

d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT P2T 

selaku Pelaksana Kegiatan; dan 

e. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Kepala 

Seksi Pelayanan Non Perizinan pada UPT P2T 

selaku Korektor/Pelaksana Kegiatan. 

 

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai 

berikut: 

a. ketentuan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

b.  Penanaman Modal terdiri atas: 

1. Pendaftaran Penanaman Modal; 

2. Pendaftaran Penanaman Modal Perubahan; 

3. Izin Usaha; 

4. Izin Perluasan; 

5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan 

Penanaman Modal (Merger); 

6. Izin Usaha Perubahan; dan 

7. Izin Pembukaan Kantor Cabang. 

b. ketentuan huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

i.  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas: 

1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi; 

2. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi 

Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam 

Koperasi; 

3. Izin Usaha Simpan Pinjam; 

4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu 

Koperasi; dan 

5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi. 

 

Pasal II 
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Pasal II 

 

Peraturan  Gubernur  ini  mulai  berlaku  pada tanggal 

diundangkan.   

Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.  

 

Ditetapkan di Surabaya  

pada tanggal  24 April 2018 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

pada tanggal  24 April 2018 

 

an. SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 16 SERI E. 

 


